
BUPATI KEPULAUAN ARU 
PROVINSI MALU'KU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
NOMOR IS TAHUN 20I7 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

Merimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT KEPULAUAN ARU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 

156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pelayanan Parkir Di 'Tepi Jalan Umum; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seramn Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republk Indonesia Nomor 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noror 5025); 

4. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Darah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 130, 
Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 



' 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Noor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) scbagaimane telah diubah beberapa k~li 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pererintahen Dacrah [Lerbaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2014 Nomor 58, 'Tarbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Menteri Dlam Negeri Norr 80 Tahun 

2015 tentang Perbentukan Produk Hukum 

Dacrah; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAK~LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

BUPATT KEPULAUAN ARU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Lmum yang selanjutnya disebut 

' Retribusi adalah pembayaran retribusi atas ponyediaan pclayanan parkir 
di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sesuni 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 



2. Pemerintah Daerah adelah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. 
3. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 

Pererintah Daerah kepada orang pribadi atu Badan untuk tujuan 
kepentingan umum. 

4. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 
atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 

5, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
Peraturan Perundang-Undangan dtwajibkan untuk melakukan 
pemhbayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tcrtentu. 

6. Retribusi Jasa Um ~daiah retribusi atas jasa yang dis~diakan atau 
liberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kcmanfaatan umum serta dapat dinikmati olch orang pribadi atau Badan. 

7, Tingkat Penggunaan Jase adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 
dasar alokcasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

8, Tarif Retribusi adala.h nlai rupiah atau persentase tertentu yang 
ditetapkan untuk menghitung bcsamnya retribusi. 

9. Perungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimnpunan 
data objek dan subjek pa]ak atau retribusi, penentuan besamrnya pajak atau 
retribusi yang terutang sarpai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 
kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah. 

11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 
ad.ala.h surat ketetapan retribusi yang menentukan bes~rnya jurlah pokok 
retribusi yang terutang. 

12. Dokumen lain yang dipersamakan adala.h surat bukti pembayaran lamnya, 
berupa karcis,kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kepada Wajib 
Retribusi, 

13. Suret Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cama lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, 

14.Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selarjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 



BAB II 

NA.MA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut 
retribusi atas setiap pclayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dibrikan 
oleh Pemerintah Da~rah. 

Pasal 3 

Objek Retribusi Pelayahan Parkir di Tepi Jalan Unum adalah penyediaan 
pelayanan Parkir di tepi Jalan Ururn yang ditentukan oleh Pererintah 
Daerah, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 

Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mehggunakan 
pelayanan fas~litas Parkir di Tepi Jalan Urur yang disediakan oleh 
Pererintah Daerah. 

Pasal 5 

Wajib Retribusi Jasa Urum adalah orang pribadi @tau Badan yang menurut 
ketentunn Peraturan PertundangUndangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Jasa Unur. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasa1 6 

Retribusi Pclayanan Parkir di Tepi Jalan Umurn digolongken sebagai Retribusi 
Jasa Urumn 

BAB IV 

CARA MENGUKUR 'TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

asal T 

(I) Tingknt pengguaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah 
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi bcban biaya yang 
dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang 
bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur 
berdasarkan frekwensi, lokasi dan jangka waktu parkir. 



(3) Apabila tingkat. penggunaan jasa sebagaimana dirmaksud pad~ ayat (1) suit 

diukur raka tingk~t penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan runus 
yang dibuat oleh Perm~rintah Daerah. 

BAB V 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKT'UR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan as~ran dalam penetapan tarif retribusi j~sa pelayanan Parkir 
di Topi Jalan Urum ditetapkan berdasarken biaya penyediaan jasa 

denigan merperhatikan kemampuan masyrakat, aspek keadilan dan 

efektifitas pengendalian pelayanan tersebut 

(2) Prinsip dan s~saran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 9 

(1) 'Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ? ayat (l) adalah rili 

uang yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. 
(2) Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dan ditentukan seragam menurut 

golongan, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. 
(3] Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
(4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali. 
(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimane dimaksud pada ayat (5) 

dilakukan dengan mcmperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Permungutan retribusi yang terutang dilakukan pada wilayah Kabupaten 
Kepubauan Aru, kecuali wilayah/tempat yang behum ada pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum. 



• 

BAB VIII 
MASA RE'TR1BUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasat 11 

+. Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urum adalah jangka waktu 
yang lemnya I (satu) hari. 

Pasal 12 

Seat Retribusi 'Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Kctctapan 
Retribusi Dacrah (8KRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB IX 

PENEN'TUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Pasal 13 

(I) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan pada saat diterimanya 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)] atau dokumer lain yang 
diper@arakan. 

(2) Tata cara pelaksanaan permungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

(3) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 8SRD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retrfbusi yang telah dilaktkan dengan 
menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

BAB X 

PEMANFAATAN 

Pasal l4 

(I] Peranfaatan retribusi diutamakan untuk mendsnai penyelenggaraan 
pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

(2) Pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Bupati, 

• 



BAB XI 

ANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 15 

(1) Dal~rn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (ua persen] setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi 
Daerah (STRD), 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikenakan untuk paling lama 
5 (lima) bulan. 

BAB XII 

PENAGHHAN 

Pasal 16 

(I) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berpa bungs 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan ST'RD. 

(2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) didahului 
dengan Surat teguran. 

(3) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 
(tiga) Tahun sejak seat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang retribusi 

(4) Penagihan Retribusi scbagaimane dimaksud pada ayat (3) tertangguh 
apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran ; atau 
b, ala pengalan utang retribusi dari Wajil Retribusi, balk langsung 

maupun tidak langsung. 
(5] Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran scbagaimana diraksud pda ayat (), 

kedaluwarsa penagihan dihitung scjak tanggal diterimanya Surat Tcguran 

tersebut. 

BAB XIII 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 17 

(1J Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
mela.kuakan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan, 

(2) Bupati renetapken Keputusan Fenghapusan Piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 



(3) Apabila dalam waktu. 1 {satu) bulan setclah kcdalwarsa Bupati bclamh 
renetapkan keputusan sebagaimana, dimaksud pda ayat (2), ma.ks 
dianggap teleh dihapus. 

AB XIII 

KETENTUAN PENU'TUP 

Pasal 18 

Peraturan Daerah inti mtulai berlaktu pada tanggal diundarigkari. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mererintahkan penguindangain 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Aru. 

Ditetapkan di Dobo 
pada tanggal 19 Apr~1 2017 

BUPATT KEPULAUAN ARU, 

ttd 

JOHAN GONGA 

Diundangkan di Dobo 
pada tanggal 15 Mei 2017 

PL. BEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

ttd 

MOHAMAD DJUMPA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
TAHUN 2OI7 NOMOR 15 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI 

MALUKU; NOMOR 35/14/TAHUN 2017 
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